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ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik Dalam Kawasan
HutanProduksi Di Kabupaten Tapanuli Utara

Nama : Hertika Manik

Nomor Pokok : 02101001063

Kata Kunci : Hak Milik, Perlindungan Hutan, Pembebasan Tanah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang secara universal sangat
dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, muncul kebijakan negara yang berkaitan
dengan tanah seperti pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban pada subjek hukum
menyangkut tanah. Di Indonesia, baik menurut sistem hukum adat, KUHPerdata,
maupun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenal pengaturan tentang
konsep kepemilikan (hak milik atas tanah). Kepemilikan ini ada kemungkinan
bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan negara yang menyangkut tanah tersebut.
Dalam skripsi ini dibahas bersentuhan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
: SK.44/Menhut-11/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi
Sumatera Utara Seluas + 3.742.120 hektar, yang termasuk di dalamnya kawasan
hutan Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelum keluatnya SK ini sebahagian dari
kawasan itu telah dimiliki/dikuasai oleh anggota masyarakat Kabupaten Tapanuli
Utara berdasarkan hak milik maupun Surat Keterangan Tanah/Surat pengakuan hak
atas tanah. Yang menjadi masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimana
perlindungan hak pemegang sertifikat hak milik atas bidang tanah yang kemudian
dinyatakan sebagai kawasan hutan; apakah sertifikat yang sudah ada menjadi batal;
ataukah pemerintah harus melakukan pembebasan hak maupun pencabutan hak
terhadap pemegang sertifikat tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut,
penulis melakukan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif,
berdasarkan pertimbangan tidak jelas pengaturan terhadap masalah hukum ini. Selain
itu, dan didukung dengan data empiris melalui wawancara terhadap beberapa
informan seperti disebutkan dalam BAB 1 skripsi ini. Dari data yang terkumpul
penulis membahas ketentuan hak milik dalam UUPA. Dari analisis tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa pemegang sertifikat yang diterbitkan sebelum keluarnya
SK.44/Menhut-11/2005 tetap dilindungi, artinya tanahnya tidak serta merta diambil
oleh pemerintah. Dengan demikian sertifikat itu tetap sah dan tidak boleh dibatalkan,
dalam hal pemerintah berkehendak mempertahankan kawasan hutan sebagaimana
tercantum dalam SK tersebut, maka pemerintah harus melakukan pembebasan tanah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap
orang tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupannya, bahkan mati pun
manusia masih memerlukan sebidang tanah. Luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh
manusia, jumlahnya terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang memerlukan
tanah senantiasa bertambah. Selain itu, tanah juga diperlukan untuk tempat
perumahan, juga perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki
pula tersedianya tanah yang banyak, seperti untuk peternakan, perkebunan, pabrik-
pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.’

Menurut Herman Hermit, tanah negara dapat dibedakan menjadi dua jenis
yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara yang langsung
di bawah penguasaan negara disebut tanah negara bebas, di atas tanah tersebut tidak
ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara. Sedangkan tanah negara

tidak bebas adalah tanah negara yang diatasnya sudah ditumpangi oleh suatu hak

' K.Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, him.1.



punya pihak lain, misalnya tanah negara yang diatasnya ada hak pengelolahan yang
dipunyai oleh : Pemerintah Daerah/Kota, Perum, PDAM, dan lain sebagainya.2

Dasar dari hak menguasai negara pada hakikatnya adalah tujuan yang hendak
dicapai oleh bangsa dan negara seperti yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Hal ini diperjelas oleh Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa wewenang
yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada Ayat (2) pasal ini
digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti
kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum
Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, setiap macam hak atas
tanah wajib didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang
berkantor di setiap daerah Kabupaten dan Kota. Macam-macam hak atas tanah
tersebut antara lain: Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha
(HGU), Hak Pakai, Hak Sewa dan masih banyak lagi.

Di kalangan rakyat dan masyarakat, sejak dulu sudah dikenal hak milik.
Tanah dengan kedudukan hak milik ada dimana-mana dalam masyarakat. Dalam

Pasal 20 berhubungan dengan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan

2 .
Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah N
Pemda, I\;iandar Maju, Bandung, 2004, him.111. k’ ot Negara dan Tanah
Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him.44.

4 Pasal 19 yang mana formaln
5 ya adalah UU RI No.5 Tahun 1960 tentang Perat
Pokok-pokok Agraria, tentu saja masih berlaku (hukum positif). ® Peraturan Dasar
’




rumusan pengertian hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu
mempunyai fungsi sosial.’

Hak milik atas tanah merupakan jenis status hak atas tanah yang paling tinggi
derajatnya bila dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya. Hanya hak milik yang
tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara, karena mempunyai harga atau nilai yang
paling tinggi bila dibandingkan dengan jenis status hak atas tanah lainnya untuk
bidang tanah yang sama kualitasnya.®

Tanah di Indonesia tidak semuanya dikuasai oleh suatu lembaga seperti Badan
Pertanahan Nasional, dalam hal hutan kewenangannya berada pada Kementrian
Kehutanan. Wewenang hak negara dalam bidang kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan

penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat

kepada rakyat dan negara;
2. Mengatur pengurusan hutan dalam arti luas;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau

badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum

mengenai hutan.’

3 K.Wantijk, Op.Cit., him.22
® Herman Hermit, op.cit., him.2.

7
Pasal 5 %
Kehutanan asal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok




Secara konsepsional yuridis, hutan dan kawasan hutan dirumuskan dalam
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang
menyatakan bahwa, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan statusnya Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan, hutan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
a. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

tanah.

Hutan negara dapat berbentuk :

1. Hutan adat ialah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat sebelumnya disebut hutan
rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, dan sebagainya.

2. Hutan desa ialah hutan negara yang dapat dikelola oleh desa dan

dimanfaatkan untuk kesejateraan desa.

3. Hutan kemasyarakatan ialah hutan negara yang dapat dikelola oleh desa dan

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
b. Hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
Tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Pengertian hutan

hak menurut Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 adalah hutan



yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, serta dibuktikan dengan
alas titel atau hak atas tanah.®
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.9 Selanjutnya
menurut Alam Setia Zain, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau
yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-
kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam hak pengelolaan
(land use planning ) telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang
didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.'®
Dalam pengertiannya secara luas dikandung makna bahwa pada setiap
kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk,
tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk kawasan hutan karena adanya berbagai
kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan
Menteri Kehutanan. '’
Lahimya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005
tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi

Sumatera Utara seluas + 3.742.120 hektar yang ditindaklanjuti adanya daftar daerah-

daerah yang masuk kawasan hutan, menyebabkan masyarakat resah dan takut. Karena

8 .
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi D h, PT
Citra Aditya Bakt, 2005, Samarinda, him37-38. Lo
Lihat Pasal | angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

10 . . 3
b1 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997
m.l.

"1bid.



objek atas tanah atau sertifikat yang dimiliki masyarakat jika masuk dalam kawasan
hutan, akan menimbulkan suatu permasalahan.I2

Dalam hal ini apabila objek atas tanah masuk dalam kawasan hutan, maka
sertifikat hak atas tanah tidak dapat diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat. Dan
terhadap sertifikat-sertifikat yang telah terbit sebelum lahirya Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005, apabila akan dilakukan suatu perbuatan
hukum (diperjual-belikan/diagunkan) atas hak tersebut, jika masuk dalam kawasan
hutan maka tidak dapat diproses pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)."?

Menurut Dianto salah satu corak sengketa tanah adalah sengketa akibat
pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan
lindung.'* Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005
memposisikan sebagian besar tanah hak milik dalam hutan register.

Akibatnya terjadi perebutan tanah oleh pemerintah, penguasa maupun antar
masyarakat. Pemerintah dan penguasa dianggap telah mengambil tanah masyarakat
tanpa ada kompensasi yang seimbang. Masyarakat merasa diabaikan dan tidak

mendapatkan manfaat atas lahan yang notabone telah dikuasai secara turun temurun

dan telah menjadi sumber kehidupan mereka.'”

) 'zhnpd/humbahasnews.wordprms.com/20 10/11/23/bila-sk-menhut-no-44-tahun-2005-
dlberlakukan-kantor-bunati-humbahas-pun-masuk-dalam-kawasan—hutan—lindug[, diakses
Minggu, 89 Maret 2014, pukul 16:05

Ibid.

" Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him.207.

|5 . -
fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/filekw/dokumen/J DHvol1120 i i
Kamis, 27 Februari 2014, pukul 20:15 v Hihpdh; Wiskess st an
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Sebelum lahiryaKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-
11/2005, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982
tanggal 27 Desember 1982 telah ditunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Dati I
Sumatera Utara seluas + 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus
tiga puluh dua perseratus) hektar. Dan setelah keluarnya Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di
Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas + 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat
puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Tapanuli Utara,
menilai negara merampas tanah milik rakyat sesuai Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005, tentang kawasan hutan register di
Kabupaten Tapanuli Utara, dimana dalam surat keputusan tersebut 80% merupakan
kawasan hutan register, sedangkan 20% tanah milik masyarakat.'®

Keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005,
mengakibatkan banyak tanah yang masuk dalam kawasan hutan register, seperti tanah
milik masyarakat, tanah bangunan perkantoran, dan tanah tempat pemakaman umum.
Dasar mengatakan Negara merampas hak rakyat, contohnya lokasi Seminarium milik
gereja HKBP di kecamatan Sipoholon juga ikut diklaim kawasan hutan register,

padahal lokasi Seminarium tersebut berdiri 1811, selain itu kantor Bupati Taput,

1 R - .
6htm.//www.waspada.co.|d/|ndex.th?ol:)tlon=com content&view=4article&id=186633:dprd-

negkarl'aégar(;x—’pas-tanah-rakvat&catid=l5:sumut&ltemid=28. diakses pada hari Sabtu, 10 Maret 2014
pukul 23: , ’



http://www.waspada.co.id/index.php?option=com

Kapolres, dan kantor Kodim juga termasuk dalam kawasan hutan, padahal
SK.44/Menhut-11/2005 dikeluarkan pada tahun 2005."”

Dalam hal ini timbul permasalahan yang menyangkut kekuatan sertifikat
tanah hak milik dengan dijadikan luasan tanah tersebut sebagai bagian dari hutan
produksi. Untuk mencari solusi dari semua permasalahan diatas, perlu dilaksanakan
penelitian lebih lanjut yang berjudul Perlindungan Hukum Tanah Hak Milik

Dalam Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tapanuli Utara.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik
dalam kawasan hutan produksi di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005 Tentang
Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas +
3.742.120 hektar?

2. Apakah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-
1172005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera

Utara seluas + 3.742.120 hektar tersebut dengan sendirinya membatalkan

7 Ibid



sertifikat para pemegang hak milik yang dipunyai oleh masing-masing
anggota masyarakat?

Apakah penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005 Tentang Penunjukan
Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas + 3.742.120
hektar tersebut yang dalam kawasan sudah ada tanah milik individu harus

diikuti dengan pembebasan hak atau pencabutan hak?

C. TUJUAN PENELITIAN

1.

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah
hak milik yang masuk dalam kawasan hutan produksi di Kabupaten Tapanuli
Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-
1/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara
seluas + 3.742.120 hektar.

Untuk mengetahui pengaruh dari penetapan kawasan hutan terhadap
pemegang sertifikat tanah hak milik dalam kawasan hutan produksi
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005

Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara seluas +

3.742.120 hektar.



D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang
hukum tanah tentang perlindungan hukum terhadap tanah hak milik yang
masuk dalam kawasan hutan produksi.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam
membuat suatu keputusan untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dalam
hal ini terhadap tanah hak miik yang masuk dalam kawasan hutan produksi.
Dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk

memperoleh perlindungan dari negara terhadap hak atas tanah yang masuk

dalam kawasan hutan.

E. RUANG LINGKUP
Upaya untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang
dari masalah pokok, maka perlu untuk dibatasi ruang lingkup pembahasan skripsi
ini pada perlindungan hukum tanah hak milik dalam kawasan hutan produksi di
Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.44/Menhut-11/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera

Utara seluas + 3.742.120 hektar, khususnya di Kecamatan Siatas Barita.



F. KERANGKA TEORI
1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
terdapat pada Pembukaan, alinea keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
Secara teoritik, alinea keempat pembukaan UUD 1945 telah menentukan suatu

perlindungan hukum.'®
Teori perlindungan hukum responsif menurut Philip Selznick dan
Philippe Nonet. Hukum responsif berorientasi pada hasil dan tujuan yang akan
dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan,
bukan melalui subordinasi. Ciri khasnya adalah mencari nilai-nilai tersirat yang

terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dimana, mereka menyatakan

ketidaksetujuan terhadap doktrin yang mereka anggap sebagai interpretasi yang

baku dan tidak fleksibel."®

2. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian

hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan

18 .
http://www.academia.edu/2922271/PERLINDUNGAN HUKUM TERH
: /P ADAP PEMEGA
NG _HAK ATAS TANAH, diakses pada Senin, 10 Maret 2014 pukul 12:30.

19,
http://blogherry.wordpress.com/2009/12/0 1 /hukum- if/, di i
4, ks 194:00 gherry p ukum-responsif/, diakses pada Senin, 10 Maret
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keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam
kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat
sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Hal ini menjadikan kehidupan

. 120
berada dalam suasana kekacauan sosial.

G. METODE PENELITIAN
1. JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang—undangan.Z'

2. METODE PENDEKATAN
Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan termasuk pada
pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan
dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini dilakukan untuk

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang

20
.Mahfud MD Mohammad, Membangun Politik Hukum, Menegaskan Konstitusi
Jakarta, 2006, him.63 S omgiias, WS

21 Soerjono Soekanto, Sri Mamudj

i, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafi
Jakarta, 2012, him.12. il By, Bilimia besas,
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dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-

s 2
Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

. JENIS DAN SUMBER HUKUM

Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk
pada sumber bahan hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai
otoritas, seperti seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan
lain yang berkenaan.”
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :
e Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria

¢ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kehutanan

¢ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

22 -
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Ke 2
BIbid., him.140. ncana, 2005, him. 9
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e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah
e Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-11/2005
Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera
Utara seluas + 3.742120 hektar
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-
undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan
artikel internet yang berkaitan dengan penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat
menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan

sebagainya.?*

4. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan, di Kantor Dinas

Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat di Jin. Raja Johannes

24 v oy
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Huku j
. . Y N
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, him .157-158. ukum Normatif dan
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Hutabarat Km. 3,2 Tarutung, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Tapanuli Utara yang beralamat di Jin. S.M. Simanjuntak No.6 Kompleks

Pasar Baru Tarutung, dan Desa Simanampang di Kecamatan Siatas Barita.

5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Kepustakaan
Melakukan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber hukum
maupun sumber-sumber dan keterangan-keterangan lain yang dianggap
berkaitan dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara
Untuk menambah basis data sebagai bahan sekunder, maka dilakukan
wawancara kepada pihak-pihak seperti Badan Pertanahan WNasional
(BPN), Dinas Kehutanan, dan sekelompok masyarakat di Kabupaten

Tapanuli Utara, terkhusus masyarakat di Kecamatan Siatas Barita.

6. TEKNIK ANALISIS DATA
Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif berupa penggambaran
dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau
paparan yang sistematis dan dapat dimengerti serta digunakan analisis dengan
menggunakan metode interprestasi hukum, yaitu dengan menjabarkan dan

menafsirkan data hasil penelitian berdasarkan teori dan dokumen hukum.
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Dengan analisis tersebut diharapkan pada akhimya penelitian dapat

menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

. PENARIKAN KESIMPULAN

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir
deduktif, dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku
umum pada fonemena tertentu dan konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi
dalam dedukasi adalah konkretisasi hal-hal yang dirumuskan secara umum
dijabarkan dalam wujud peraturan hukum yang konkret, sehingga dapat
ditafsirkan dan dapat diperoleh kesimpulan dari permasalahan-permasalahan

yang ada dalam skripsi ini.
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